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ABSTRAK 

Judul Tesis : Analisis Perbandingan Pengaturan Hukum Alih Daya di 

Indonesia dengan Filipina 

Kata Kunci : Alih Daya, Outsourcing, Undang-Undang No. 13 Tahun 

2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang No. 6 

Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, Tenaga Kerja, Pekerja, 

Buruh, Hukum Ketenagakerjaan Filipina 

Penelitian ini membahas Analisis Perbandingan Pengaturan Hukum Alih Daya di 
Indonesia dengan Filipina. Berbeda dengan Indonesia yang melepaskan Perusahaan 
Pemberi Pekerjaan dari tanggung jawab terhadap pemenuhan hak Tenaga Alih 
Daya, fokus dari peraturan-peraturan Alih Daya di Filipina mulai dari Labor Code 
hingga Department Order No. 174 Series of 2017 adalah perlindungan hak Tenaga 
Alih Daya. Dijaminnya perlindungan hak Tenaga Alih Daya merupakan hal yang 
terbukti berhasil menjadi landasan bagi Filipina untuk mengembangkan iklim Alih 
Daya yang sehat dan dapat menjadi salah satu katalis perkembangan ekonomi di 
Filipina, bahkan di tengah pandemi. 

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang dilakukan melalui 
perbandingan hukum dengan Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach) 
dan Pendekatan Perbandingan (Comparative Approach). Bahan hukum yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. 
Penelitian ini menggunakan alat pengumpul data dengan melakukan studi dokumen 
pada tahun 2023 hingga 2024. Berdasarkan data yang diperoleh tersebut, maka 
teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. 

Di Indonesia, alih daya diatur dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang 
Ketenagakerjaan, Undang-Undang No. 6 Tahun 2003 tentang Cipta Kerja, serta 
peraturan pelaksananya. Sementara itu, Filipina mengatur alih daya melalui DOLE 
174, Republic Act No. 11199 2019 dan perubahannya, serta aturan-aturan terkait 
yang lebih menekankan pada perlindungan kesejahteraan bagi tenaga kerja alih 
daya dan kepastian hukum bagi para investor. Perlindungan terhadap pekerja alih 
daya di Filipina lebih terfokus pada hak-hak dasar pekerja dan keselamatan kerja, 
dengan adanya kebijakan yang mengharuskan perusahaan outsourcing untuk 
memastikan bahwa pekerja mereka mendapat perlindungan sesuai standar nasional. 

Kata Kunci: Alih Daya, Outsourcing, Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 

tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta 

Kerja, Tenaga Kerja, Pekerja, Buruh, Hukum Ketenagakerjaan Filipina 
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ABSTRACT 

Thesis Title : Comparative Analysis of Outsourcing Legal Regulations in 

Indonesia and Philippine. 

Keywords : Outsourcing, Employment, Law No. 13 of 2003 on Manpower, 

Law No. 6 of 2023 on Job Creation, Workers, Laborers, 

Philippine Labor Law. 

This study examines the Comparative Analysis of Outsourcing Legal Regulations 

in Indonesia and the Philippines. Unlike Indonesia, which absolves the Employer 

Company of responsibility for fulfilling the rights of outsourced workers, the focus 

of outsourcing regulations in the Philippines—from the Labor Code to Department 

Order No. 174 Series of 2017—is the protection of outsourced workers' rights. The 

guaranteed protection of outsourced workers’ rights has proven successful as a 

foundation for the Philippines to foster a healthy outsourcing climate, which has 

become one of the catalysts for economic development in the Philippines, even 

during the pandemic. 

This study is a normative juridical research conducted through legal comparison 

using a Statute Approach and a Comparative Approach. The legal materials utilized 

in this research consist of primary, secondary, and tertiary legal sources. Data 

collection was conducted through document studies from 2023 to 2024. Based on 

the collected data, this study employs a qualitative approach for data analysis. 

In Indonesia, outsourcing is regulated by Law No. 13 of 2003 on Manpower, Law 

No. 6 of 2023 on Job Creation, and their implementing regulations. Meanwhile, 

the Philippines regulates outsourcing through DOLE 174, Republic Act No. 11199 

of 2019 and its amendments, as well as related rules that emphasize the welfare 

protection of outsourced workers and legal certainty for investors. Worker 

protection in the Philippines focuses more on workers' fundamental rights and 

occupational safety, with policies requiring outsourcing companies to ensure their 

workers receive protection aligned with national standards. 

Keywords: Outsourcing, Employment, Law No. 13 of 2003 on Manpower, Law 

No. 6 of 2023 on Job Creation, Workers, Laborers, Philippine Labor Law. 
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